
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1237, 2018 KEMEN-ESDM. Prioritas Pemanfaatan Minyak 

Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam 

Negeri. 
 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

                                         NOMOR 42 TAHUN 2018         

TENTANG 

PRIORITAS PEMANFAATAN MINYAK BUMI 

UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk optimasi pemanfaatan minyak bumi untuk 

kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan 

energi nasional, perlu mengatur prioritas pemanfaatan 

minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam 

negeri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan 

Kebutuhan Dalam Negeri; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4746); 
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4152); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 5047); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 302); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PRIORITAS PEMANFAATAN MINYAK 

BUMI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur 

atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, 

lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh 

dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk 

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk 

padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan 

dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 

2. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi 

dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan 

Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

3. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan 

(Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan 

Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero). 

4. Afiliasi adalah suatu perusahaan atau badan lain yang 

mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau yang 

dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lainnya 

yang mengendalikan Kontraktor. 
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